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Penelitian ini bertujuan untuk : a) Untuk mengetahui penerapan 
hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang 
dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan No. 53/Pid.B/2015/PN. 
Mrs, b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara pidana No. 53/Pid.B/2015/PN.Mrs. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian 
lapangan (field research), penelitian kepustakaan (library research). Data  
primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung 
dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi 
data sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, 
surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.  
 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (1) 
Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana didasarkan pada 
alat-alat bukti yang tertuang dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh 
jaksa penuntut umum untuk melakukan tugas penuntutan. Tuntutan jaksa 
penuntut umum kepada Majelis Hakim agar terdakwa seharusnya dituntut 
hukuman penjara selama lebih dari 1 (satu) tahun karena modus operandi 
yang dilakukan oleh pelaku sangat ti  dak manusiawi terhadap perempuan 
(2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan berat ringannya 
pidana terhadap terdakwa kurang sesuai karena penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku dirasa sangatlah ringan sehingga selama tidak 
menyimpang dari prinsip-prinsip atau asas-asas pemidanaan maka hakim 
dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara minimal ataupun maksimal 
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 PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan 
membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk 
mendapatkan kebahagiaan. Keluarga mempunyai peran dan pengaruh 
terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap 
anggotanya. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi 
dengan orang lain. Moral yang baik harus ada di dalam diri setiap 
orang dalam suatu lingkup rumah tangga agar tercipta keluarga yang 
utuh, rukun, dan bahagia. 
Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala 
bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah 
tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan 
kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai 
merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara 
Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap 
orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksankan hak dan 







Untuk mewujudkan rumah tangga yang utuh, rukun, bahagia 
serta terhindar dari segala bentuk kekerasan sangat tergantung pada 
setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas 
perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah 
tangga tersebut. Negara telah menjamin keamanan, persamaan, dan 
keadilan bagi setiap warga negaranya sebagiamana tercantum dalam 
Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta 
benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 
menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan 
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Akan tetapi 
keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas 
dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat 
terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul suatu 
ketidakamanan dan ketidakadilan dalam sebuah rumah tangga. 
Hal ini menjadi penting, oleh karena dewasa ini  tindak kekerasan 
secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga pada 
kenyataannya banyak terjadi dan yang menjadi korban kekerasan 







berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998, Komnas 
perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan yang 
mayoritas menimpa perempuan dan anak-anak. Peningkatan jumlah 
kasus kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2003-2010 yaitu 
Tahun 2003 berjumlah 7787 kasus, Tahun 2004 berjumlah 14020 
kasus, Tahun 2005 berjumlah 20391 kasus, Tahun 2006 berjumlah 
22512 kasus, Tahun 2007 berjumlah 25522 kasus, Tahun 2008 
berjumlah 54425 kasus, Tahun 2009 berjumlah 143586 kasus, dan 
Tahun 2010 berjumlah 105103 kasus. Terjadi peningkatan yang 
signifikan pada jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap 
perempuan pada Tahun 2009. 1 
Menurut Laporan Hasil Kerja Komnas Perempuan Tahun 2009 
tersebut, ada beberapa alasan mengapa peningkatan kasus kekerasan 
terhadap perempuan dapat terjadi di Indonesia, yaitu: 2 
a. Bahwa memang terjadi peningkatan kasus kekerasan 
terhadap perempuan itu sendiri, baik secara kuantitas 
maupun kualitas; 
                                                          
1 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan 
Praktek Di Pengadilan Indonesia , CV. Mandar Maju, Bandung. 2011, hal. 5 









b. Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mulai berani 
menyuarakan dan juga mengadvokasi kasus-kasus 
kekerasan yang tersembunyi sebagai fenomena gunung es; 
c. Gencarnya kampanye penguatan hak perempuan dan makin 
banyaknya lembaga penyedia layanan yang bisa diakses 
oleh korban; 
d. Meningkatnya arus teknologi informasi yang meliput isu 
kekerasan terhadap perempuan; 
e. Lahirnya kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang 
menguatkan hak perempuan; 
f. Kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai 
implementasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
No.144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di 
lingkungan Pengadilan. 
Meskipun laporan tersebut menunjukkan lonjakan yang sangat 
drastis, bisa diasumsikan bahwa jumlah yang sebenarnya jauh lebih 
tinggi karena perempuan sangat rentan mengalami kekerasan di 
tambah dengan pemahaman mayoritas masyarakat yang 
menganggaap bahwa posisi perempuan di bawah kedudukan laki-laki 
sehingga banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 







Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan yang paling 
sering terjadi dan dialami perempuan adalah kekerasan yang terjadi di 
dalam rumah tangga yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. 
Sumber data tersebut diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), 
Peradilan Agama (30%), dan juga dari penyedia layanan yang dibentuk 
secara mandiri oleh masyarakat. Mayoritas kasus kekerasan di dalam 
rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri. 3   
Menarik untuk dikaji salah satu kasus kekerasan dalam rumah 
tangga yang terjadi di Kabupaten Maros dalam putusan perkara pidana 
Nomor.53/Pid.B/2015/PN.Mrs. Dalam kasus tersebut terjadi tindak 
kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Pelaku 
sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban 
sebelum kasus tersebut dilaporkan. Kekerasan fisik yang dilakukan 
oleh pelaku terhadap saksi korban sangat tidak manusiawi terhadap 
perempuan, hal ini dapat dilihat dari modus operandi yang yang 
dilakukan oleh pelaku yaitu mencekik leher saksi korban, meninju 
wajah saksi korban, menendang, menginjak-injak, melumuri kemaluan 
saksi korban bagian dalam dan bagian luar dengan lombok biji sambil 
memasukkan seluruh jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi 
korban, serta pelaku mencabut bulu-bulu kemaluan saksi korban. 
Terdapat berbagai alasan yang dapat memicu terjadinya kekerasan 
                                                          







fisik dalam rumah tangga, seperti halnya dalam kasus tersebut di atas 
dipicu oleh kecurigaan dan kecemburuan suami terhadap istrinya 
sehingga berujung pada penganiayaan.  
Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami sangat 
banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat namun selama ini 
terkadang dirahasiakan atau tertutup-tutupi oleh keluarga, maupun 
oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarkat ikut berperan 
dalam hal ini karena masyarakat menganggap bahwa masalah yang 
terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan 
suami-istri sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap 
sebagai suatu hal yang biasa dan tidak boleh dicampuri orang lain. 
Kekerasan dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik 
atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara 
korban dan pelaku, yaitu hubungan kekeluargaan. 
Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka sangat relevan  
untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana materil  
terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap 
istri dalam lingkup rumah tanggai dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) 
yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan 









B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 
tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap 
Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Suami 
terhadap  Istri dalam putusan No.53/Pid.B/2015/PN.Mrs ? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam 
menjatuhkan Putusan dalam perkara pidana 
No.53/Pid.B/2015/PN.Mrs ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh 
suami terhadap istri dalam putusan 
No.53/Pid.B/2015/PN.Mrs. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara pidana 
No.53/Pid.B/2015/PN.Mrs. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini baik secara praktis dan teoritis diharapkan 







1. Bahan masukan bagi para penegak hukum dalam 
menangangani masalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh 
suami terhadap istri. 
2. Bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama 

























 BAB II 
                     TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 
Belanda yaitu “strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang 
menggunakan kata “strafbaar feit” untuk menyebut apa yang di kenal 
sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana 
tidak memberikan suatu  penjelasan mengenai apa sebenarnya yang 
dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”. 
Perkataan “feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti 
“sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de 
werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga 
secara harafiah perkataan “strafbaar feit”  itu dapat diterjemahkan 
sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang 
sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui 
bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai 
pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. 4  
Selain istilah “strafbaar feit” dalam bahasa Belanda juga dipakai 
istilah lain yaitu “delict” yang berasal dari bahasa Latin “delictum” dan 
dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa 
                                                          








Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam 
beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa 
pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan 
yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.  
Seperti dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, 
dengan alasan-alasan sebagai berikut : 5 
1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika 
dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-
undangan pidana memakai istilah tindak pidana. 
2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para 
penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. 
3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan 
memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam 
kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjebatani 
tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana. 
Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih 
diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakukan 
manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakukan pasif 
                                                          








ataupun negatif, padahal arti kata “feit” yang sebenarnya adalah 
kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan 
manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk 
mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau 
gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang 
disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. 
Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan 
sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang 
tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan 
tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).   
1. Pengertian Tindak Pidana 
Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu 
penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata 
“strafbaar feit”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat 
mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “strafbaar feit”. 
Simons, merumuskan Strafbaar feit adalah “suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan 
sebagai dapat dihukum”.6 
                                                          
6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 , Cetakan Pertama, PT. 







Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif 
dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah 
berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang 
pengertian dari strafbaar feit tersebut bersifat khusus karena hanya 
spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat 
dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja. 
Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan 
“strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu 
pelanggaran norma (ganggungan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum”.7  
Menurut Pompe strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran 
norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga 
dilakukan dengan tidak sengaja. 
Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan 
sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa 
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya 
telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima belas tahun”. 
                                                          







Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat 
dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan 
matinya orang. 
Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum 
positif, suatu “strafbaar feit” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada 
suatu tindakan yang dapat dihukum.8 
Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, 
pengertian “strafbaar feit” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana 
Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. 
Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan 
pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, beliau memberikan 
perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan 
perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai 
perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata 
pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.9   
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai 
berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah 
“tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” 
sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, 
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sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara 
petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, 
hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indra, dan 
alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan 
itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat 
menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, 
dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-
tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. 
Sebagimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan 
Mr. E. PH.Sutorius bahwa : 
Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang 
tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa 
selalu dapat dijatuhkan pidana perbuatan itu tercantum dalam 
rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat :perbuatan itu 
bersifat melawan hukum dan dapat dicela.10 
 
Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :11  
1) Unsur-unsur formel : 
a. Perbuatan sesuatu; 
b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan; 
c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai perbuatan terlarang; 
d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan 
diancam pidana. 
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2) Unsur-unsur materiel : 
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, 
yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. 
Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat 
bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri 
dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat 
obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. 
Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.12 
Unsur objektif itu meliputi :13 
a. Perbuatan manusia terbagi atas perbutan yang bersifat positf 
dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran 
pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu 
pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 
KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. 
Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan 
kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada 
komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), 
membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia 
                                                          
12 Sofjan Sastrawidjaja, ibid, hal. 117 
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berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 
304 KUHP). 
Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan 
tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan 
delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam 
hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada 
Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan 
terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan 
hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, 
sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih 
lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang 
terdapat pada Pasal 338 KUHP. 
b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas 
merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan 
hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada 
supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika 
bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam 
pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan 
perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu 
timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda 
tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu 
dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan 







pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya 
(akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di 
lain tempat. 
c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-
keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan 
perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: 
”bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah 
suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan 
“mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul 
sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 
KUHP, keadaan : “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah 
akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu 
dilakukan. 
d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu 
melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. 
Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan 
hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu 
pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: 
“memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan 
hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus 
diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang 
tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan 







tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang 
membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 
dan 51 KUHP. 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, 
karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat 
objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang 
dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi 
rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana 
tersebut.14 
Kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma pidana, 
artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada 
pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat 
dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang 
kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggung 
jawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. 
Pembuat undang-undang menganggap, bahwa orang itu pada 
umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma 
pidana dapat dipertanggung jawabkan. Barulah jika timbul keragu-
raguan tentang keadaan jika seseorang akan diadakan penyelidikan 
lebih lanjut. Tentang tanggung jawab orang itu diatur dalam Pasal 44 
KUHP yang menegaskan, bahwa barang siapa melakukan suatu 
                                                          







perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya 
karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berobah akalnya 
tidak boleh dipidana. Oleh karena itu maka suatu azas pokok dari 
hukum pidana ialah :”Tidak ada pidana tanpa kesalahan”.15 
Kesalaahan dalam arti hukum pidana mengandung beban 
pertanggung jawaban pidana, yang terdiri atas kesengajaan (dolus) 
dan kelalaian (culpa). Sebagai contoh suatu kesengajaan terdapat 
pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, sedangkan kelalaian 
dapat dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yaitu menyebabkan mati. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari 
:16 
a. Delik formiel dan delik materiel 
Delik formel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya 
suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 
KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 
210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 
263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang 
Pencurian.  
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Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah 
timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh 
undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 
KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang 
penganiayaan. 
b. Delik komisi dan delik omisi 
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat 
berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan 
dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP 
tentang pembunuhan.  
Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap 
keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya 
adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang 
keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 
224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 
KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan 
bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 











c. Delik yang berdiri sendiri dan delik lanjutan 
Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu 
perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu 
pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. 
Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa 
perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi 
antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, 
sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.  
Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang 
mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu 
rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang 
disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar 
perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut 
habis diambilnya. Itu harus di pandang sebagai suatu 
pencurian saja. 
d. Delik rampung dan delik berlanjut 
Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan 
atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu 
waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 
KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan 
matinya si korban. 
Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau 







dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP 
yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, 
Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang  yang 
dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 
333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum 
menahan seseorang atau melanjutkan penahanan. 
e. Delik tunggal dan delik bersusun 
Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan 
sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 
KUHP tentang penadahan. 
Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali 
dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 
KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain 
sebagai pencarian atau kebiasaan. 
f. Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik 
berkualifikasi, dan delik berprevilise 
Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya 
Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP 
tentang pencurian. 
Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik 
yang memepunyai unsur-unsur yang sama dengan delik 
dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur 







dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang 
pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang 
pencurian berkualifikasi.  
Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur 
yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi 
ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman 
pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik 
pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas 
permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan 
kesungguhan hati. 
g. Delik sengaja dan delik kealpaan 
Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. 
Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 
351 KUHP tentang penganiayaan. 
Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena 
kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP 
yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan 
orang mati dan Pasal 60 KUHP yaitu karena kesalahannya 
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.  
h. Delik politik dan delik umum 
Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan 







dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai 
Pasal 181 KUHP. 
 Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada 
keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 
KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang 
penggelapan. 
i. Delik khusus dan delik umum 
Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang 
tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak 
pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai 
negeri. 
Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap 
orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 
Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya. 
j. Delik aduan dan delik  biasa 
Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika 
diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 
284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP 
tentang pencurian  dalam keluarga. 
Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk 
menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 
281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP 







B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 
KUHP yang berbunyi: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya 
disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pasal tersebut tidak 
menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian 
juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, 
sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai 
kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan 
perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sering kekerasan diakaitkan dengan ancaman. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat 
berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).17  
Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil 
yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga 
diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta 
kasih. Namun, sering kali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga 
tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada 
istri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban 
(istri) dianggap merupakan masalah intern atau masalah peribadi 
antara suami dan istri.18 
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Perempuan sangat rentan mengalami kekerasan sehingga 
kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga adalah 
perempuan maka perlindungan terhadap perempuan harus lebih 
diutamakan, hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan.  
Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang kekerasan domestik 
menunjukkan bahwa istri lebih sering dan lebih banyak menderita 
kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Kekerasan terhadap 
perempuan juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, 
termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai hak-
hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan 
Amerika Utara menyimpulkan bahwa kekerasan domestik terjadi pada 
setiap satu dari empat keluarga, bahwa satu dari sepuluh perempuan 
mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya.19 
Adapun faktor eksternal dan internal yang memicu terjadinya 
suatu kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap 
istrinya, yaitu faktor eksternal yang memicu suatu kekerasan karena 
budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada 
laki-laki (suami), khususnya secara ekonomi. Sedangkan faktor internal 
                                                          







yaitu kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan 
tidak benar.20 
Pengertian kekerasan dalam rumah tangga telah dirumuskan 
dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 
lingkup rumah tangga. 
 
Yang dinamakan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, 
kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga 
yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah 
tangga.21 
Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 
a. Kekerasan fisik; 
b. Kekerasan psikis; 
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c. Kekerasan seksual; atau 
d. Penelantaran rumah tangga.  
1. Kekerasan Fisik 
Menurut Pasal 44 UU PKDRT yang dimaksud tindak pidana 
kekerasan fisik, yaitu: 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik 
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka 
berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 
(tiga puluh juta rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling 
banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
 
Penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan 
kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6 yaitu perbuatan yang 
menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 
Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian 
“penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. 
Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran 







tidak dijelaskan pengertian dari ”penganiayaan” tetapi hanya disebut 
kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”.22 Selain daripada itu 
“kekerasan fisik” dalam UU PKDRT berlaku bagi lingkup rumah tangga 
sedangkan “penganiyaan” berlaku secara umum atau disebut dengan 
delik umum.  
Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara 
lain: dipukul, dilemparkan sebuah benda, dijambak rambutnya, dan di 
tendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi 
yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan 
sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar di tubuh 
korban dan ada pula yang tidak meninggalkan bekas.23 
Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik 
yang di lakukan dalam lingkup rumah tangga tercantum di dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu: 
Pasal 51 
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. 
 
2. Kekerasan Psikis 
Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana 
yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, 
berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik 
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(penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran 
rumah tangga (penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan 
kehidupan).24 
Tindak pidana kekerasan psikis tercantum didalam Pasal 45 UU 
PKDRT,yaitu: 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis 
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 
(sembilan juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama (4) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 
(tiga juta  rupiah). 
 
Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan 
psikis telah dirumuskan dalam Pasal 7, yaitu perbuatan yang 
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk betindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan 
psikis berat pada seseorang. 
Masalah muncul karena ternyata dalam UU PKDRT tidak 
merumuskan pengertian yuridis tentang apa yang dimaksud dengan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. 
Padahal pengertian ini penting untuk menentukan dan membuktikan 
                                                          







jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, apalagi ternyata 
“kekerasan psikis” tidak ada padanannya dalam KUHP. Sebagai suatu 
bahan kajian dari penderitaan psikis berat adalah kondisi yang 
menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, 
mengembangkan konsepi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan 
menjalankan fungsi-fungsi manisuawi, sampai pada dihayatinya 
masalah-masalah psikis serius.25 
Delik aduan mempunyai syarat yaitu adanya pengaduan dari 
seseorang yang merasa dirugikan.  Tindak pidana kekerasan psikis di 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur adanya delik aduan, 
yaitu: 
Pasal 52 
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. 
 
3. Kekerasan Seksual 
Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan 
merupakan dasar dari perkawinan. Seks menjadi sarana untuk 
memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. 
Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam 
kehidupan keluarga.26 
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Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan 
intim yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, 
bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini 
terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu 
pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan 
keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat 
dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk yang biasanya dialami oleh 
korban kekerasan seksual yaitu dilecehkan setelah melakukan 
hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan 
istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri 
lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan 
lain di luar nikah.27 
Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam 
KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHP 
adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah 
kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan 
dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan 
perempuan.28 
Tindak pidana kekerasan fisik dan tindak pidana kekerasan 
psikis di rumuskan dalam satu pasal di dalam UU PKDRT, lain halnya 
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dengan tindak pidana kekerasan seksual yang di rumuskan dalam 
beberapa pasal, yaitu: 
Pasal 46 
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf  a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda 
paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupah). 
 
Pasal 47 
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat  4 (empat) tahun dan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
 
Pasal 48 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 
dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak 
memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami 
gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 
4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak 
berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling 
sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).   
 
Pada Pasal 8 telah diuraikan oleh pembentuk undang-undang 
tentang penafsiran kekerasan seksual, dimana terdapat dua bentuk 
kekerasan seksual, yaitu : 
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 







b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 
dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk 
tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mencantumkan 
pada slah satu pasalnya mengenai delik aduan terhadap tindak pidana 




Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau 
sebaliknya merupakan delik aduan. 
 
4. Penelantaran Rumah Tangga 
Menurut Pasal 49 UU PKDRT yang dimaksud tindak pidana 
penelantaran rumah tangga, yaitu: 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 
setiap orang yang : 
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2). 
 
Terdapat dua macam bentuk penelantaran rumah tangga yang 
tercantum dalam Pasal 9, meliputi : 
a. setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 







memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada 
orang tersebut. 
b. setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang 
layak di  dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 
bawah kendali orang tersebut.  
KUHP sendiri memiliki pasal yang sepadan/sejenis dengan 
penelantaran rumah tangga yakni diatur daam BAB XV. Tentang 
meninggal orang yang memerlukan pertolongan, yakni Pasal 304. 
Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja 
menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia 
wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada 
orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanijan, misalnya 
orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian 
pun wali terhadap anak peliharaannya.29 
C. Lingkup Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 
Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarkat 
yang terbentuk karena adanya ikaatan perkawinan. Biasanya rumah 
tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia 
seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut 
                                                          







bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, 
saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga 
yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu juga 
terdapat pembantu rumah yang bekerja dan bersama-sama di dalam 
sebuah rumah.30 
Yang termasuk orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah 
tangga telah dicantumkan oleh pembuat undang-undang yang terdapat 
pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi: 
(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: 
a. suami, istri, dan anak; 
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a 
karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah 
tangga; dan/atau 
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut. 
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c 
dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 
selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 
                                                          







Kualifikasi “suami istri” adalah seorang pria dan wanita yang 
terikat dalam perkawinan yang sah baik yang dicatatkan maupun yang 
tidak dicatatkan yang membentuk keluarga (rumah tangga).31 
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang dimaksud sebagai anak yaitu meliputi anak angkat dan juga anak 
tiri. 
Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri akibat 
hukumnya hubungan anak yang diangkat dengan orang tua 
kandungnya putus, anak yang diangkat menjadi anak dari orang tua 
angkatnya. Dikonstruksikan anak angkat tersebut anak yang baru lahir 
dalam keluarga orang tua angkatnya. Sedangkan apabila 
pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama maka hubungan 
anak dan orang tua kandungnya tidak putus, yang beralih hanyalah 
tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. 
Dengan demikian, jika ada orang tua kandung melakukan tindak 
pidana KDRT kepada anaknya yang telah diangkat orang lain (baik 
berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan Negeri maupun 
Pengadilan Agama), maka orang tua kandung tersebut tidaklah 
terkualifikasi sebagai subjek tindak pidana KDRT, terkecuali jika orang 
tua kandung tersebut menetap dalam rumah tangga yang ada “anak” 
tersebut (tentu konstruksinya bukan sebagai “suami” tetapi sebagai “ 
                                                          







orang yang mempunyai hubungan darah dengan anak yang diangkat 
tersebut”).32 
Jika melihat rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT yang 
menyatukan kualifikasi “anak” dengan “suami, istri”, maka terlihat anak 
disini haruslah dilahirkan dari “suami, istri” artinya anak yang dilahirkan 
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, jadi anak di luar 
kawin tidak terkualifikasi sebagai “anak” menurut UU PKDRT. Sebagai 
contoh apabila ayah biologis yang memukul ”anak luar kawin” tersebut 
bukanlah subjek tindak pidana KDRT karena ayah biologis bukan 
“suami” dalam rumah tangga yang di dalamnya ada “anak” tersebut, 
terkecuali jika ayah biologis tersebut menetap dalam rumah tangga 
yang ada “anak” tersebut tentu bukan dalam kualitas sebagai 
“suami”.33 
Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jika sebagai korban 
bukan dilihat dari kualifikasi/batasan umurnya, tetapi hal tersebut dilihat 
dari ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis (anak angkat dan 
anak tiri). Misalnya A (anak) yang berumur 30 tahun tetapi masih 
tinggal di rumah orang tuanya, kemudian dipukul oleh B (ayah) yang 
berumur 60 tahun, maka jelas A jika melaporkan pemukulan B 
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tersebut, A dikonstruksikan sebagai “anak” meskipun umurnya sudah 
30 tahun.34  
Apabila perkawinan yang di dalamnya ada suami,istri dan anak 
(anak tiri/anak angkat yang masih belum dewasa  dan sudah dewasa) 
tersebut putus karena perceraian, maka hal ini dapat menyebabkan 
person-person tersebut terlepas dari konstruksi sebagai pelaku tindak 
pidana KDRT. Konkritnya bukanlah merupakan tindak pidana KDRT 
jika  mantan istri memukul mantan suaminya atau sebaliknya, hal ini 
terlihat sederhana tetapi jika korban atau pelakuknya “anak” maka 
konstruksi ini memiliki arti penting, seperti misalnya jika setelah 
perceraian anak yang masih di bawah umur hidup bersama dengan/ di 
bawah perwalian ibunya, maka jika ayah kandungnya memukul anak 
yang masih di bawah umur tersebut, jelas ayah kandung tersebut 
bukanlah pelaku/subjek dari tindak pidana KDRT, karena ayah 
kandung tersebut sudah tidak menjadi “suami” dalam perkawinan yang 
ada ”anak” tersebut dan begitupun sebaliknya. Sedangkan apabila 
ibunya memukul anak tersebut terkualifikasi sebagai pelaku tindak 
pidana KDRT karena ibu tersebut merupakan “istri” dalam perkawinan 
dimana ada anak kandungnya. Dengan demikian, perceraian dan/atau 
hilangnya  kekuasaan orang tua terhadap anak, menjadi faktor 
lepasnya status sebagai pelaku tindak pidana KDRT.35   
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Subjek yang juga termasuk dalam lingkup rumah tangga  yaitu 
orang-orang yang berhubungan darah karena perkawinan  dengan 
“suami, istri”, anak (angkat/tiri).  
Yang dimaksud “berhubungan darah”, misalnya cucu, cicit, 
sedangkan yang dimaksud dengan hubungan “hubungan perkawinan”, 
misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Tetapi orang-orang 
tersebut bisa terkualifikasi sebagai pelaku tindak pidana KDRT jika 
disertai dengan syarat yakni “menetap dalam rumah tangga.”36  
“Yang menetap dalam rumah tangga” merupakan syarat mutlak 
untuk menentukan persoon yang mempunyai hubungan keluarga 
tersebut di atas dapat disebut “dalam lingkup rumah tangga” yakni 
persoon tersebut harus “menetap dalam rumah tangga”. Undang-
Undang PKDRT tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud 
dengan “yang menetap dalam rumah tangga”, apakah pengertiannya 
dikaitkan dengan batas waktu tertentu, dalam pengertian menetap 
tersebut adalah tinggal bersama dalam satu rumah dengan suatu 
rumah tangga/keluarga atau yang termasuk orang yang kadang-
kadang tinggal bersama dalam satu rumah dengan suatu rumah 
tangga/keluarga. Oleh karena hal tersebut tidak dijelaskan dalam 
Undang-Undang PKDRT dan yurisprudensi mengenai hal tersebut 
belum ada, maka pengadilan melalui putusannya akan memberikan 
jawaban. Akan tetapi jika kita melihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
                                                          







Undang-Undang PKDRT, maka “menetap dalam rumah tangga” dapat 
diartikan sebagai “selama berada dalam rumah tangga yang 
bersangkutan”. Hal ini berarti pada saat kejadian orang tersebut harus 
dan telah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut dalam jangka 
waktu tertentu.37 
Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut merupakan subjek yang dikualifikasikan 
sebagai orang yang bekerja membantu rumah tangga atau yang biasa 
disebut sebagai “pembantu rumah tangga”. 
Pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku tindak pidana 
KDRT apabila yang bersangkutan dalam keadaan riil masih berada 
dan atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan 
menurut UU PKDRT pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat 
disebut sebagai “anggota keluarga”. 
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Untuk melaksanakan hukum pidana, diperlukan cara-cara yang 
harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat 
ditegakkan. Cara-cara itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan 
hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran 
material, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu 
perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana 
secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku 
                                                          







yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan 
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk 
menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan 
orang-orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.38 
Hakim sebagai pengambil keputusan pada suatu perkara 
memiliki resiko yang berat karena memberikan dampak yang besar 
pada kehidupan manusia. Jika terjadi kesalahan pada putusan hakim 
maka orang yang tidak bersalah akan menjalani hukuman dan orang 
yang bersalah dapat menikmati kebebasan. Maka dari itu adanya 
pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan di sidang pengadilan 
agar tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dan terciptanya 
keadilan. 
Berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim 
dapat dilihat dari pertimbangan yang berdasarkan pada aspek yuridis 
dan aspek sosiologis. 
Berdasarkan aspek yuridis yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan yaitu terpenuhinya unsur delik yang 
manjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah 
melakukan suatu tindak pidana. Selain daripada itu adanya suatu 
pembuktian pada sidang pengadilan yang dapat membuat 
terungkapnya suatu kebenaran. Pembuktian tersebut berdasar dari alat 
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bukti yang sah yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di sidang 
pengadilan. Alat bukti yang sah merupakan dasar bagi hakim dalam 
menjatuhkan putusan dan dengan didukung oleh keyakinannya maka 
hakim bermuara pada pengambilan keputusan. Hal tersebut telah 
dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Tidak seorangpun dapat 
dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian 
yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa 
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah 
atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”  Adapun alat bukti yang 
sah dalam hukum acara pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP): 
(1)  Alat bukti yang sah ialah: 
a. keterangan saksi; 
b. keteranagan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
Apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur delik, maka hakim 
akan bermuara pada pertimbangan ada atau tidaknya alasan-alasan 









Seseorang itu tidak dapat dipidana, oleh karena dua hal, yaitu: 
a. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik, tidak 
merupakan tindak pidana, karena tidak bersifat melawan 
hukum. 
b. Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai 
tindak pidana, pelakunya tidak dapat bertanggung jawab 
atas perbuatannya, oleh karena padanya tidak ada 
kesalahan.39 
Alasan-alasan peniadaan pidana yaitu adanya alasan pembenar 
dan alasan pemaaf. 
Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat 
melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang 
dibenarkan.40  
Alasan pembenar yang terdiri atas:41 
a. Daya paksa (overmacht), jenis keadaan darurat yaitu daya 
paksa yang bukan disebabkan orang lain, melainkan timbul 
dari keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang 
dipertegas dalam Pasal 48 KUHP; 
b. Bela paksa (noodweer), yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP; 
c. Melaksanakan ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 50 
KUHP; 
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d. Perintah jabatan yang sah, yaitu Pasal 51 KUHP ayat (1) 
KUHP. 
Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan 
pelaku tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, 
tetapi pelaku itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada 
kesalahan. 
Alasan pemaaf yang terdiri atas:42 
a. Katidakmampuan bertanggung jawab, yaitu Pasal 44 KUHP; 
b. Daya paksa dalam arti sempit yaitu daya paksa yang sumber 
paksaannya datang dari orang lain sebagaimana dipertegas 
dalam Pasal 48 KUHP. Misalnya seseorang ditodong 
dengan senjata api untuk melakukan suatu tindak pidana; 
c. Bela paksa lampau batas yang tercantum dalam Pasal 49 
ayat (2) KUHP; 
d. Perintah jabatan tidak sah, yaitu Pasal 51 ayat (2) KUHP. 
Pertimbangan hakim juga melihat dari adanya alasan 
pemberatan ataupun alasan peringanan pidana yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa apabila terdakwa tersebut terbukti melakukan suatu 
tindak pidana. 
Dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana yang diatur 
dalam undang-undang, yaitu: 
                                                          







1. Dasar pemberatan karena jabatan, subyek hukum yang 
diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, 
adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri yang 
melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau 
menggunakan 4 keadaan, yaitu melanggar suatu kewajiban 
khusus dari jabatannya, memakai kekuasaan jabatannya, 
menggunakan kesempatan karena jabatannya, dan 
menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.43 
2. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera 
kebangsaan, alasan pemberatan pidana yang diletakkan 
pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut 
obyektif dapat mengelabui orang-orang dapat menimbulkan 
kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah 
sesuatu perbuatan yang resmi, sehingga oleh karenanya 
dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam 
usahanya melakukan kejahatan.44 
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive), faktor dari 
dasar pemberatan ini, yaitu:45 
a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; 
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b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh 
negara karena tindak pidana yang pertama; 
c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.  
Ada pula alasan yang menyebabkan peringanan pidana yang 
dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yaitu apabila anak 
sebagai pelaku tindak pidana, maka hukumannya dikurangi satu 
perdua dari pemidanaan yang dikenakan kepada orang dewasa, 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
yaitu: “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak 
paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang 
diancamkan terhadap orang dewasa.”  
Percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, menurut 
Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP pidana maksimum terhadap si 
pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataannya menurut undang-
undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam 
melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang 
lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. 







pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pelaku 
pelaksana) sendiri.46  
Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim menjatuhkan suatu 
putusan dapat dilihat dari perilaku atau itikad baik dari pelaku dalam 
menjalani persidangan. Sifat baik ataupun sifat buruk yang dimiliki 
pelaku dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan sebagiaman diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam 
pasal tersebut disebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat 
ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan 












                                                          










Dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diawali dengan 
penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data atau menghimpun 
data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan 
harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang 
dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sistem tulisan ilmiah yang 
proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini penulis mengalokasikan khususnya pada kantor 
Pengadilan Negeri Maros, dipilihnya lokasi penelitian tersebut atas 
dasar pertimbangan bahwa dalam wilayah hukum pengadilan negeri 
tersebut terdapat kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami 
terhadap istrinya dengan modus operandi yang berbeda. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data 
yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 
dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait 







2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, 
majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang 
berhubungan dengan penelitian.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah 
sebagai berikut : 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan 
tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yang menangani 
masalah yang berkaitan dengan tindak pidana ini antara lain 
hakim di Pengadilan Negeri Maros yang memutus perkara 
tersebut. 
2. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan sekunder 
yang ada di pengadilan negeri yang bersangkutan, kemudian 
akan ditelaah, yang berasal dari perundang-undangan, tulisan 
atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang 
dalam penilisan ini. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian 
dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang 
telaah dikumpulkan diinventalisir dan selanjutnya dianalisis dengan 







mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan 
yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam 




























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan 
Fisik yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri dalam Putusan 
Perkara No.53/Pid.B/2011/PN.Mrs. 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Basri Bin Makka pada hari Senin tanggal 23 Februari 
2015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu 
tertentu dalam bulan Februari 2015 bertempat di Lingkungan Cabella 
Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Maros, melakukan kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga. 
Perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas, berawal ketika 
saksi korban Asseng Binti Suti dijemput oleh terdakwa di Pasar 
Panjallingan dengan alasan saksi korban dipanggil oleh Rauf dan saksi 
Dg. Tuju sehingga saksi korban langsung ikut, dan dibonceng oleh 
terdakwa Basri Bin Makka, setelah sampai ditempat kejadian perkara 
terdakwa Basri Bin Makka singgah lalu memarkir motornya tidak lama 
kemudian terdakwa buang air kecil setelah itu terdakwa duduk-duduk 
sejenak di atas motor, serta mengatakan kepada saksi korban, “Sini ki, 







bergegas naik di atas motor terdakwa, dan pada saat saksi korban naik 
di atas motor tersebut tiba-tiba terdakwa Basri Bin Makka langsung 
mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban meronta hingga 
jatuh dari atas sepeda motor milik terdakwa kemudian pada saat saksi 
korban terjatuh terdakwa Basri Bin Makka kemudian meninju wajah 
saksi korban dan kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 3 
(tiga) kali, lalu terdakwa langsung merebahkan tubuh saksi korban di 
atas tanah dengan posisi telengkup kumudian mengikat tangan saksi 
korban dari belakang dengan seutas tali, dan dalam keadaan tangan 
saksi korban terikat tersebut terdakwa Basri Bin Makka menendang 
dada, perut dan punggung serta menginjak-injak saksi korban, 
selanjutnya terdakwa mengambil lombok biji lalu melumuri kemaluan 
saksi korban bagian dalam dan bagian luar dengan lombok biji sambil 
memasukkan seluruh jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi 
korban, selanjutnya terdakwa mencabut bulu-bulu kemaluan saksi 
korban. Setelah itu terdakwa mencukur sebagian rambut saksi korban 
dengan menggunakan gunting yang dibawa terdakwa dari rumahnya. 
Akibat dari perbuatan terdakwa Basri Bin Makka tersebut, saksi 
korban Asseng Binti Suti mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum 
Et Repertum dari Puskesmas Barandasi Nomor :090/TU-PKM 
LAU/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Sri 







a. Di bagian kepala terdapat luka memar pada` leher sebelah 
kanan, memar pada bagian pipi bawah sebelah kiri, luka 
lecet pada bibir bawah bagian dalam, dan memar pada leher 
sebelah kanan. 
b. Pada bagian badan tidak ada kelainan. 
c. Anggota gerak bagian atas terdapat memar bagian 
pergelangan tangan kiri dan kanan. 
d. Anggota gerak bagian bawah terdapat memar pada tungkai 
kaki bagian bawah kiri dan kanan. 
e. Pada bagian Genetalia tampat kemerahan 
f. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang timbul 
pada tubuh korban akibat benda  tumpul.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita 
acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh 
penyidik. Dalam membuat surat dakwaan pertama-tama yang harus 
dilihat hasil pemeriksaan, dan pasal berapa tindak pidana yang 
dilanggar. Apabila jaksa penuntut umum menyetujui pasal yang 
dilanggar yang dicantumkan dalam berita acara atau menentukan 
pasal sendiri yang digunakan, jaksa penuntut umum segera melihat 
dan mempelajari pasal yang dilanggar dalam KUHP atau undang-
undang yang lain, apabila sudah paham atas bunyi pasal tersebut lalu 







dicari apa yang dimaksud dari tiap unsur tersebut. Tiap unsur dari 
tindak pidana itu apakah sesuai dengan perbuatan materil yang 
terdapat dalam berita acara.47 
Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas  penuntutan 
membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diajukan oleh 
penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Terdakwa Basri Bin Makka didakwakan dengan dakwaan 
alternatif subsidaritas oleh jaksa penuntut umum. Adapun dakwaan 
jaksa penuntut umum dalam Perkara Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mrs, 
adalah sebagai berikut: 
KESATU 
Dakwaan Primer: bahwa perbuatan terdakwa Basri Bin Makka 
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 




                                                          








a. Unsur Subyektif: 
Setiap orang 
Bahwa adapun unsur barang siapa atau setiap orang 
mengandung pengertian orang atau manusia sebagai 
subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini 
adalah terdakwa Basri Bin Makka di muka persidangan 
identitasnya telah di cocokkan dengan identittas 
sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum ternyata 
adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga 
dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in 
persona) yang terdakwa ajukan ke muka persidangan. 
Pada`pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa mampu 
menjawab dengan tanggap dan tegas setiap pertanyaan 
yang ditanyakan kedapanya sehingga terdakwa dipandang 
sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatan yang dilakukannya. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur subyektif 
telah sah dan menyakinkan menurut hukum. 
b. Unsur Obyektif 
Melakukan kekerasan fisik  
Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 







perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau 
luka berat. 
Bahwa rasa sakit adalah cukup bahwa orang lain merasa 
sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya 
mencubit, menempeleng, memukul, menendang, sedangkan 
jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat 
dalam badan manusia dan luka berat adalah luka yang 
terkualifikasi dalam Pasal 90 KUHP, yaitu jatuh sakit atau 
mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh 
sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak 
mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan 
atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, 
mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, 
terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan 
gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 
23 Februari 2015 sekitar jam 09.00 wita di areal persawahan 
dan di rumah terdakwa di Lingkungan Cabbela, Kelurahan 
Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pada awalnya 
terdakwa datang menjemput saksi korban Asseng Binti Suti 
di pasar Panaikang Panjallingan tempat jualannya dengan 
alasan saksi korban Asseng Binti Suti dipanggil oleh Pak 







membonceng dengan sepeda motor, dimana terdakwa 
sudah membawa seutas tali dan gunting dari rumah 
sedangkan lombok biji baru terdakwa beli di pasar sebanyak 
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan kesemuanya terdakwa 
simpan dulu di bagasi sepeda motor dan sesampainya 
terdakwa areal persawahan di Lingungan Cabella, Kelurahan 
Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros terdakwa 
menghentikan sepeda motor kemudian menggeret saksi 
korban Asseng Binti Suti dari atas motor turun dan masuk ke 
areal persawahan kemudian terdakwa menendang, 
menampar, meninju bagian mukanya, menginjak-injak 
bagian perut, mengikat kedua tangannya dari belakang, 
kemudian melumuri lombok biji pada kemaluannya, 
selanjutnya menggunting rambut saksi korban Asseng Binti 
Suti, kemudian terdakwa membonceng saksi korban Asseng 
Binti Suti dengan sepeda motor terdakwa dengan cara saksi 
korban Asseng Binti Suti duduk di bagian depan dan 
sesamainya di rumah terdakwa di Kelurahan Allepolea, 
Kecamatan Lau, Kabupaten Maros terdakwa kemudian 
mancabuti rambut kemaluan saksi korban Asseng Binti Suti 
dalam keadaan tangannya masih terikat tali. 
Akibat dipukul dan ditendang oleh terdakwa, kemaluan di 







kemaluannya tersebut saksi korban Asseng Binti Suti 
merasakan sakit di bagian badannya dan kemaluannya 
terasa sakit dan perih, kemudian melaporkan kejadian 
tersebut ke Polsek Lau dan diperiksa di Puskesmas 
Barandasi dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang 
dalam hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Barandasi 
Nomor :090/TU-PKM LAU/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 
yang ditandatangani oleh dr. Sri Syamsiar Rachmah, S.Ked. 
dengan hasil pemeriksaan: 
a. Di bagian kepala terdapat luka memar pada` leher 
sebelah kanan, memar pada bagian pipi bawah sebelah 
kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian dalam, dan 
memar pada leher sebelah kanan. 
b. Pada bagian badan tidak ada kelainan. 
c. Anggota gerak bagian atas terdapat memar bagian 
pergelangan tangan kiri dan kanan. 
d. Anggota gerak bagian bawah terdapat memar pada 
tungkai kaki bagian bawah kiri dan kanan. 
e. Pada bagian Genetalia tampat kemerahan 
f. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang 







Berdasarkan fakta hukum tersebut unsur obyektif yaitu 
melakukan kekerasan fisik secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum telah terpenuhi. 
 
Dalam Lingkup Rumah Tangga 
Bahwa yang dimasud dalam lingkup rumah tangga menurut 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi: 
a) Suami atau istri dan anak; 
b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena 
hubungan darah, perkawinan, susuan, pengasuhan, dan 
perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut; 
c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut. 
Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi korban 
Asseng Binti Suti menikah dan belum bercerai sampai saat 








Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur obyektif 
yaitu dalam lingkup rumah tangga secara sah dan 
meyakinkan sudah terpenuhi. 
Dakwaan Subsidiair :  perbuatan terdakwa Basri Bin Makka 
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Bahwa adapun unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 44 ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: 
a. Unsur Subyektif: 
Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. 
Bahwa pengertian “dilakukan oleh suami terhadap istri atau 
sebaliknya” menurut pasal tersebut adalah terkhusus hanya 
dikenakan bagi suami atau istri sebagai subyek hukum yang 
melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga dan dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
Bahwa terdakwa Basri Bin Makka yang dihadapkan pada 
persidangan dengan berdasarkan adanya aduan atau 
laporan yang diajukan oleh saksi korban yang merupakan 
istrinya sendiri maupun fakta-fakta yang terungkap dalam 







keterangan saksi korban dan adanya alat bukti surat berupa 
Visum Et Repertum dari Puskesmas Barandasi Nomor 
:090/TU-PKM LAU/III/2015 yang merupakan syarat 
diajukannya suatu perkara untuk di sidangkan dalam sidang 
pengadilan. Pada proses pemeriksaan terungkap suatu 
fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta 
terdakwa Basri Bin Makka juga  membenarkan perbuatan 
dan identitasnya sebagaimana dakwaan jaksa penuntut 
umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in 
persona) 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas maka unsur 
subyektif pada kasus tersebut telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan menurut hukum.  
b. Unsur Objektif 
Perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. 
Kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Basri Bin 
Makka terhadap istrinya yaitu Asseng Binti Suti dapat 
diketahui berdasarkan keterangan saksi korban yang 
menyatakan bahwa saksi korban mengalami kekerasan fisik 
pada  hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar pukul 







bulan Februari 2015 bertempat di Lingkungan Cabella 
Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros dengan cara 
mencekik leher saksi korban, meninju wajah saksi korban, 
menendang, menginjak-injak, melumuri kemaluan saksi 
korban bagian dalam dan bagian luar dengan lombok biji 
sambil memasukkan seluruh jari tangannya ke dalam lubang 
kemaluan saksi korban, serta pelaku mencabut bulu-bulu 
kemaluan saksi korban. Akibat dari perbutan terdakwa Basri 
Bin Makka maka saksi korban Asseng Binti Suti mengalami 
luka bengkak dan memar pada mata kiri, rasa sakit pada 
bagian dada, perut dan punggung serta rasa sakit dan perih 
pada lubang kemaluan saksi berdasarkan keterangan yang 
diberikan oleh saksi korban pada tahap pemeriksaan di 
sidang pengadilan dan kemudian keterangan saksi korban 
Asseng Binti Suti tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Akibat 
dari perbuatan terdakwa tersebut tidak menimbulkan 
kematian ataupun luka yang sangat parah sehingga tidak 
menghalangi  untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 











Perbuatan terdakwa BASRI Bin MAKKA sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Penganiayaan 
Tidak adanya pengertian di dalam KUHP mengenai apa yang 
dimasud dengan penganiayaan. Pengertian kata”penganiayaan” 
dapat di temukan dalam yurisprudensi. 
Yurisprudensi mengatakan “penganiayaan” adalah sengaja 
menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit 
(pijn) atau luka.48 
Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 23 
Februari 2015 sekitar jam 09.00 wita di areal persawahan dan di 
rumah terdakwa di Lingkungan Cabbela, Kelurahan Allepolea, 
Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, pada awalnya terdakwa 
datang menjemput saksi korban Asseng Binti Suti di pasar 
Panaikang Panjallingan tempat jualannya dengan alasan saksi 
korban Asseng Binti Suti dipanggil oleh Pak Rauf dan Dg. Tuju 
selaku RT dan kemudian terdakwa membonceng dengan 
sepeda motor, dimana terdakwa sudah membawa seutas tali 
dan gunting dari rumah sedangkan lombok biji baru terdakwa 
beli di pasar sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 
                                                          







kesemuanya terdakwa simpan dulu di bagasi sepeda motor dan 
sesampainya terdakwa areal persawahan di Lingungan Cabella, 
Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros 
terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian menggeret 
saksi korban Asseng Binti Suti dari atas motor turun dan masuk 
ke areal persawahan kemudian terdakwa menendang, 
menampar, meninju bagian mukanya, menginjak-injak bagian 
perut, mengikat kedua tangannya dari belakang, kemudian 
melumuri lombok biji pada kemaluannya, selanjutnya 
menggunting rambut saksi korban Asseng Binti Suti, kemudian 
terdakwa membonceng saksi korban Asseng Binti Suti dengan 
sepeda motor terdakwa dengan cara saksi korban Asseng Binti 
Suti duduk di bagian depan dan sesampainya di rumah 
terdakwa di Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten 
Maros terdakwa kemudian mancabuti rambut kemaluan saksi 
korban Asseng Binti Suti dalam keadaan tangannya masih 
terikat tali. 
Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Asseng Binti 
Suti mengalami rasa sakit dan perih disertai gemetar pada 
seluruh tubuhnya namun saksi korban masih dapat melakukan 
kegiatan atau aktifitas sehari-harinya. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “penganiyaan” telah 







Terungkapnya fakta-fakta di dalam persidangan pada tahap 
pemeriksaan yang  berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh 
jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. 
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 
dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat buti tersebut, dapat 
dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan 
keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang 
telah dilakukan oleh terdakwa.49 Alat bukti yang diajukan oleh jaksa 
penuntut umum di depan persidangan pada perkara yang melibatkan 
terdakwa Basri Bin Makka ada 4 (empat), yaitu: 
1. Alat Bukti Keterangan Saksi 
Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan  
keterangan saksi tercantum dalam  Pasal 1 Angka 26 
KUHAP, yaitu: 
Pasal 1 Angka 26 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dan pengetahuannya itu. 
 
Keterangan saksi yang diajukan dan dihadirkan di sidang 
pengadilan oleh jaksa penuntut umum yaitu: 
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a. Asseng Binti Suti, saksi yang diperhadapkan 
dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan 
penganiayaan yang ia alami sendiri (saksi korban) 
b.  Sadaria Alias Sada yang merupakan ibu mertua dari 
saksi korban atau ibu kandung dari terdakwa. Saksi 
melihat terdakwa dan saksi korban Asseng Binti Suti 
datang berboncengan sepeda motor dalam keadaan 
berlumpur dan disaat itupula saksi melihat rambut 
saksi korban sudah dicukur. 
c. Sitti Rohani Binti Ismail yang merupakan tetangga 
terdakwa yang rumah mereka berjarak ± 2 (dua) km. 
Saksi sempat mendengar kalau saksi korban Asseng 
Binti Suti dianiaya oleh terdakwa dengan cara diikat 
tali dan dilumuri beberapa lombok biji pada 
kemaluannya. 
2. Alat Bukti Surat 
Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan telah 
dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas 
Barandasi Nomor :090/TU-PKM LAU/III/2015 tanggal 3 
Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Sri Syamsiar 
Rachmah, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan: 
a. Di bagian kepala terdapat luka memar pada` leher 







sebelah kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian 
dalam, dan memar pada leher sebelah kanan. 
b.  Pada bagian badan tidak ada kelainan. 
c. Anggota gerak bagian atas terdapat memar bagian 
pergelangan tangan kiri dan kanan. 
c. Anggota gerak bagian bawah terdapat memar pada 
tungkai kaki bagian bawah kiri dan kanan. 
d. Pada bagian Genetalia tampat kemerahan 
e. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang 
timbul pada tubuh korban akibat benda  tumpul.  
3. Alat Bukti Petunjuk 
a. adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi 
yang hadirkan oleh jaksa penuntut umum dengan 
keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Salah satu  
persesuaian keterangan antara terdakwa Basri Bin 
Makka dan saksi korban Asseng Binti Suti yaitu 
mereka mengenal barang bukti yang diajukan oleh 
jaksa penuntut umum, dimana barang bukti tersebut 
adalah 1 (satu) utas tali berwarna biru dengan panjang 
150 cm, sekumpulan lombok biji yang sudah 
mengering yang terbungkus dengan kantong plastik 







dari stainless steel warna putih dengan gagang warna 
hitam. 
 4. Alat Bukti Keterangan Terdakwa 
Terdakwa Basri Bin Makka memberikan keterangan 
sebagai berikut: 
a. Terdakwa membenarkan dakwaan jaksa penuntut 
umum. 
b. Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi 
korban Asseng Binti Suti dan saksi-saksi yang lain 
yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 
Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari 
Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga dapat 
dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan 
Kesatu Primair Penuntut Umum. Dakwaan Kesatu Primair telah 
terbukti dengan demikian maka dakwaan selebihnya tidak perlu 
dibuktikan lagi. 
Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat 
dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatnnya tersebut perlu 
ditinjau tentang pertanggungjawaban pidannya, apakah ada alasan-







Bahwa dalam proses pemeriksaan terdakwa di sidang 
pengadilan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan 
pemaaf sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang 
didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 
dipersalahkan melanggar  Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana 
kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang 
dilakukan oleh terdakwa Basri Bin Makka , maka penuntut umum 
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutusakan: 
1. Menyatakan bahwa terdakwa Basri Bin Makka telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan 
secara fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kesatu 
Primair; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri Bin Makka 







selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 
supaya terdakwa tetap ditahan; 
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
4. Amar Putusan 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Basri Bin Makka terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah 
Tangga”; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini 
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
5. Analisis Penulis 
Bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut 
umum pada kasus ini yaitu dakwaan alternatif subsideritas. Bentuk 
surat dakwaan yang biasa dikenal adalah dakwaan tunggal, dakwaan 







(majemuk),dan dakwaan kombinasi. Dalam surat dakwaan ini jaksa 
penuntut umum menggunakan dakwaan kombinasi yakni 
menggabungkan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan primer-
subsider (berlapis), yang sebagaimana diketahui bahwa dakwaan 
alternatif biasanya diterapkan dalam delik formil sedangkan dakwaan 
perimer-subsider biasanya diterapkan oleh jaksa penuntut umum 
dalam delik materil.  
Surat dakwaan primer-subsider (berlapis) terdapat dakwaan 
pokok dan dakwaan pengganti. Jika dakwaan pokok telah terbukti 
maka dakwaan pengganti tidak perlu dibuktikan lagi. Dakwaan berlapis 
hampir sama dengan dengan dakwaan alternatif yaitu perbuatan yang 
didakwakan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya 
saling berkaitan. Perbedaannya adalah bahwa dalam dakwaan 
berlapis, dakwaan subsider bobot perbuatannya maupun ancaman 
maksimum hukumannya lebih ringan daripada dakwaan primer dan 
semakin subsider bobotnya semakin ringan.50 
Dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang 
dilakukan oleh terdakwa Basri Bin Makka merupakan delik materil 
sehingga jaksa penuntut umum sebaiknya menggunakan surat 
dakwaan primer-subsider (berlapis) sehingga jaksa penuntut umum 
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tidak perlu menggabungkan dakwaan alternaif dengan dakwaan 
primer-subsider (berlapis). 
Pasal-pasal yang diterapkan dalam surat dakwaan, yaitu: 
a. Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga; 
b. Dakwaan Subsidiair: Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga; atau 
c. Dakwaan Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang 
penganiayaan  
Penerapan Pasal 351 KUHP dalam surat dakwaan yang dibuat 
oleh jaksa penuntut umum terlihat bahwa adanya keragu-raguan jaksa 
penuntut umum tentang status perkawinan antara terdakwa Basri Bin 
Makka dengan saksi korban Asseng Binti Suti. Wawancara yang 
dilakukan kepada salah satu Panitera yang bertugas di Pengadilan 
Negeri Maros yang bernama Marwati menyatakan bahwa selama 
perkara ini ditangani pada Pengadilan Negeri Maros, seiring itu pula 
berjalannya proses perceraian yang diajukan oleh saksi korban Asseng 
Binti Suti. Tetapi walaupun demikian secara normatif atau teorits 
penerapan Pasal 351 KUHP menurut penulis dipandang kurang tepat 
karena dalam penerapan hukum pidana dalam kasus ini yang dijadikan 







Basri Bin Makka dengan saksi korban Asseng Binti Suti pada saat 
terjadi kekerasan fisik masih terikat perkawinan atau berstatus suami 
istri, sehingga penulis merasa kurang tepat untuk diterapkan ketentuan 
Pasal 351 KUHP, oleh sebab itu bentuk surat dakwaan yang 
digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum primer-subsider (berlapis) dan 
bukan dakwaan kombinasi. 
Berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa 
Basri Bin Makka maka jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa 
Basri Bin Makka terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 
44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga terdakwa 
harus dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan 
berjalannya proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, maka 
Majelis Hakim memutus bahwa terdakwa Basri Bin Makka terbukti 
secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan 
fisik dalam lingkup rumah tangga dengan melanggar  Pasal 44 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan akibat perbuatan terdakwa, 
maka terdakwa Basri Bin Makka dipidana penjara selama 1 (satu) 
tahun. 
Tuntutan jaksa penuntut umum yaitu menuntut agar terdakwa 
Basri Bin Makka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun merupakan 







sangat tidak manusiawi terhadap perempuan. Modus operandi yang 
dilakukan terdakwa Basri Bin Makka kepada saksi korban Asseng Binti 
Suti yang merupakan istrinya sendiri sangat tidak bisa dibenarkan. 
Selain mencekik leher saksi korban, meninju wajah saksi korban, 
menendang, menginjak-injak saksi korban, mencukur rambut, 
mancabut bulu-bulu kemaluan saksi korban, terdakwa juga  melumuri 
kemaluan saksi korban dengan memasukkan jari-jarinya ke dalam 
kemaluan saksi korban dengan lombok biji yang terdakwa beli di pasar 
sebelum melakukan penganiayaan kepada saksi korban. Berdasarkan 
informasi yang diberikan seorang Panitera Pengganti di Pengadilan 
Negeri Maros yang mewawancarai saksi korban menyatakan bahwa 
akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit 
dan perih pada lubang kemaluannya selama 3 (bulan) lamanya. 
Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak asasi manusia 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: 
Pasal 33 
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, 
penghukuman, atau perlakukan yang kejam, tidak 
manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 
kemanusiannya. 
 
Perbuatan terdakwa sangat merendahkan martabat saksi 
korban sehingga jaksa penuntut umum seharusnya memuntut kepada 







Dapat dibandingkan dengan salah satu kasus kekerasan fisik 
yang terjadi di Medan yang dilakukan oleh terdakwa Unggul Nicola 
Siahaan yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Riama 
Fransiska Boru Manik yang merupakan istrinya sendiri. Kekerasan 
dilakukan terdakwa hanya karena masalah sepeleh yaitu terdakwa 
kehilangan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menuduh 
saksi korban yang mengambil uang tersebut. Saksi korban merasa 
tidak pernah mengambil uang tersebut maka saksi korban membantah 
tuduhan terdakwa terhadap dirinya. Terdakwa merasa jengkel dan 
kemudian memukul mata kiri dan pelipis sebelah kiri saksi korban, 
menumbuk bagian lengan tangan sebelah kiri dan kanan. Akibat 
perbuatan terdakwa Unggul Nicola Siahaan maka jaksa penuntut 
umum menuntut agar terdakwa dihukum pidana penjara selama 2 (dua 
tahun) berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Setelah hasil pemeriksaan di sidang pengadilan maka Pengadilan 
Negeri Medan menyatakan bahwa terdakwa Unggul Niconor Siahaan 
secara sah dan meyakinakan telah bersalah dan dihukum dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun.51 
Hal ini sangat jelas bahwa hukuman yang diberikan kepada 
terdakwa Basri Bin Makka sangatlah ringan jika mengingat modus 
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operandi yang dilakukan oleh terdakwa Basri Bin Makka kepada saksi 
korban Asseng Binti suti sangat merendahkan martabat saksi korban 
sebagai perempuan yang melumuri kemaluan saksi korban dengan 
lombok biji dibandingkan dengan kasus terdakwa Unggul Nicolar 
Siahaan yang melakukan pemukulan kepada saksi korban Riama 
Fransiska Boru Manik yang dirasa perbuatan terdakwa lebih ringan. 
Sehingga jaksa penuntut umum yang membuat dakwaan kepada 
terdakwa Basri Bin Makka seharusnya menuntut agar terdakwa 
dihukum dengan ancaman pidana lebih dari 1 (satu) tahun. 
Asas unustestis nullus testis berlaku dalam hukum pidana yang 
berarti bahwa satu saksi bukan saksi tetapi khusus dalam perkara 
dalam lingkup rumah tangga asas tersebut tidak berlaku sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: 
Pasal 55 
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang 
saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah 
lainnya. 
 
Suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga 
merupakan kejahatan yang terjadi dalam ranah privasi atau internal 
dalam sebuah rumah tangga sehingga apabila terjadi suatu kekerasan 
dalam rumah tangga sulit untuk dilihat maupun didengar oleh saksi-







B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang 
Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri dalam Perkara Pidana No. 
53/Pid.B/2015/PN.Mrs. 
1. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan-pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam 
perkara yang melibatkan terdakwa Basri Bin Makka, yaitu : 
a. Melakukan pertimbangan atas surat dakwaan yang diajukan 
oleh jaksa penuntut umum yaitu No. Reg Perk: PDM-
23/MRS/Euh.2/04/2015 tertanggal 16 April 2015; 
b. Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak 
mengajukan keberatan (eksepsi); 
c. Adanya saksi-saksi yang diperiksa untuk memberikan 
keterangan dalam sidang pengadilan dan telah disumpah 
terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing; 
d. Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang 
dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah benar dan tidak 
keberatan; 
e. Dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan; 
f. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada proses 
pemeriksaan yaitu Visum et Repertum dari Puskesmas 







Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri 
Syamsinar Rachmah, S.Ked.; 
g. Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-
saksi dan keterangan terdakwa dengan Visum et Repertum 
dan memperoleh fakta-fakta tentang adanya kecocokan 
antara ketiga alat bukti tersebut; 
h. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan 
fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana 
dikemukakan dalam keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, dan Visum et Repertum yang diajukan di dalam 
persidangan sehingga terdakwa Basri Bin Makka dapat 
dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum  dalam surat 
dakwaannya; 
i. Terdakwa Basri Bin Makka didakwa dengan dakwaan 
alternatif subsidaritas oleh jaksa penuntut umum; 
j. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas 
maka Majelis Hakim akan langsung memilih pertimbangan 
dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta hukum yang 
ditemukan di persidangan yaitu dakwaan ke satu; 
k. Dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa dalam dakwaan 
subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 







Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 
l. Majelis Hakim menimbang bahwa unsur-unsur tidak pidana 
yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga terbukti secara sah dan meyakinkan. 
m. Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi korban 
Asseng Binti Suti menikah dan belum bercerai sampai pada 
saat kejadian pemukulan pada hari senin tanggal 23 
Februari 2015 sehingga unsur dalam lingkup rumah tangga 
secara sah dan meyakinkan sudah terpenuhi; 
n. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur 
dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya 
dalam dakwaan kesatu primer yang dibuat oleh jaksa 
penuntut umum; 
o. Dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan 
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
p. Selama pemeriksaan terdakwa di dalam persidangan tidak 







kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus 
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan kekerasan 
fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dan karena terdakwa Basri Bin 
Makka merupakan orang yang mamapu bertanggungjawab 
maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya; 
q. Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan 
berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan 
yang sah maka sudah sepatutnya masa pengangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
r. Tidak adanya alasan yang sah untuk mengeluarkan 
terdakwa dari tahanan maka memerintahkan terdakwa untuk 
tetap ditahan; 
s. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak 
mengajukan permohonan pembebasan dari membayar biaya 








t. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Majelis 
Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan 
keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu: 
1. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak 
manusiawi terhadap perempuan. 
2. Keadaan yang meringankan: terdakwa mengaku berterus 
terang dan bersikap sopan di persidangan. 
2. Putusan Hakim 
Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, Majelis  Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primer yang 
dibuat oleh jaksa penuntut umum. 
3. Analisis Penulis 
Dalam pengambilan keputusan hakim harus memiliki suatu 
pertimbangan, baik yang bersifat yuridis maupun sosiologis agar 
putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dapat memperoleh rasa 
keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 












(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. 
 
Pertimbangan yuridis Mejelis Hakim dalam putusan Nomor 
53/Pid.B/2015/PN.Mrs didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut 
umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, 
barang-barang bukti serta pasal-pasal ketentuan pidana sehingga dari 
aspek yuridis tersebut Majelis Hakim dapat mengambil suatu 
keputusan. 
Pertimbangan yang bersifat nonyiridis (sosiologis) adalah latar 
belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang timbul, 
kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga 
terdakwa serta faktor agama.52  
Latar belakang dilakukannya tindak pidana adalah setiap 
keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan 
keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.53 
Latar belakang dilakukannya kekerasan fisik oleh terdakwa Basri Bin 
Makka terhadap Asseng Binti Suti karena adanya fakor kecemburuan 
terdakwa kepada saksi korban yang menuduh saksi korban 
berselingkuh dengan langganan ojek saksi korban yang sering 
mengantarnya ke pasar. 
                                                          









Menjatuhkan pidana bagi terdakwa harus mempertimbangkan 
itikad baik maupun itikad jahat dari terdakwa sebagimana yang 
dirumuskan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan 
bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim 
wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” 
Sehingga dalam perkara pidana ini juga memuat mengenai hal yang 
meringankan dan memberatkan sebagai pertimbangan hakim. Hal ini 
juga penting dalam pengambilan keputusan dan diatur dalam Pasal 
197 ayat (1) KUHAP, yaitu menyebutkan: 
Pasal 197 ayat (1) 
(1) Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan terdakwa. 
 
Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya yang 
sangat tidak manusiawi terhadap perempuan, melecehkan serta 
merendahkan martabat saksi korban. pertimbangan tersebut harus 
pikirkan oleh Majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa karena menyangkut harkat dan martabat perempuan yang 
harus dilindungi agar kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi.  
Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang 
meringankan terdakwa. Dalam kasus ini keadaan yang meringankan 







sopan di persidangan. Pertimbangan ini berdasarkan itikad baik 
terdakwa yang tidak menghambat proses persidangan. 
Berdasarkan pertimbaangan-pertimbangan hakim dari aspek 
yuridis dan aspek sosiologis maka hakim dapat menjatuhkan putusan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa Basri Bin 
Makka. 
Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu hakim di 
Pengadilan Negeri Maros yang bernama Baryanto, S.H., LLM. bahwa 
kasus  yang melibatkan terdakwa Basri Bin Makka dalam tindak pidana 
kekerasan fisik yang dilakukan terhadap saksi korban Asseng Binti Suti 
diperoleh informasi bahwa: 
1.  tidak ada alasan yang membuat hakim dapat memberikan 
putusan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum karena 
keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan 
itu berimbang yaitu masing-masing terdiri dari satu keadaan, 
dimana keadaan yang memberatkannya adalah perbuatan 
terdakwa tidak manusiawi terhadap perempuan sedangkan 
keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus 







2. Logika hukum yang ada pada hakim berdasarkan alat bukti 
sehingga hakim memutus sesuai dengan tuntutan jaksa 
penuntut umum.54 
Penulis berpendapat bahwa perimbangan pada alasan ini tidak 
dapat dinilai sebagai alasan yang dapat dibenarkan, sebab secara 
yuridis mens rea (sikap batin) terdakwa selalu dilihat pada saat 
melakukan tindak pidana dan bukan pada saat sesudah dilakukannya 
tindak pidana secara sempurna. Sikap batin terdakwa pada saat 
melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sangat keji yakni 
direncanakan terlebih dahulu dan modus operandi yang digunakan 
terdakwa sangat merendahkan martabat saksi korban sebagai 
perempuan. Bukan hal yang tidak mungkin bahwa itikad baik terdakwa 
yang terus terang dan bersikap baik dalam proses persidangan adalah 
untuk kepentingan terdakwa agar hukuman yang dijatuhkan lebih 
ringan, sehingga alasan-alasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 
alasan berimbang yang menyebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan 
hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum. 
Pengambilan keputusan oleh hakim harus berdasarkan dua alat 
bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim agar 
memperoleh keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang tercantum 
dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: 
 
                                                          








Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekuang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
 
Dalam suatu perkara pidana rasa keadilan bukan hanya untuk 
memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak tetapi juga 
kepentingan masyarakat luas karena mengingat bahwa hukum pidana 
adalah hukum publik. 
Menurut Simons, hukum pidana adalah hukum publik, oleh 
karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan 
masyarakat (negara) dan hukum pidana dijalankan demi kepentingan 
masyarakat (negara), dan juga hanya dijalankan apabila kepentingan 
masyarakat itu benar-benar memerlukannya.55 
Secara normatif hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan 
jenis dan jumlah hukuman. Selama tidak menyimpang dari prinsip-
prinsip atau asas-asas hukum pemidanaan yakni berpatokan pada 
ancaman minimal dan maksimal dalam pasal yang didakwankan. Oleh 
sebab itu hakim tidak harus berpatokan pada tuntutan jaksa penuntut 
umum. Sehingga pada kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh 
terdakwa Basri Bin Makka apabila hakim merasa bahwa tuntutan jaksa 
penuntut umum sangat ringan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara 
                                                          







kepada terdakwa Basri Bin Makka lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak 
lebih dari 5 (lima) tahun, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu: 
Pasal 44 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik 
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah).  
 
Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang 
untuk memutus suatu perkara dengan bebas sebagaimana yang 
tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 
Pasal 1 Angka 1 
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi 
terselanggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
 
Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang 
diajukan oleh jaksa penuntut umum yang tidak selalu sama dengan 
maksimal ancaman pidana yang tercantum dalam bunyi pasal 
perundang-undangan yang mengancam pidana bagi setiap yang 
melanggarnya. Berdasarkan hal tersebut, tentu hakim harus 
memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan hakim dalam menjatuhkan pidana 







maksimal ancaman pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh 
jaksa penuntut umum.  
Hal tersebut biasa  terjadi, seperti dalam kasus pembunuhan 
Alda Risma yang dilakukan oleh terdakwa Ferry Surya Prakasa. Jaksa 
Penuntut Umum menuntut agar terdakwa Ferry Surya Prakasa di 
pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, akan tetapi Pengadilan 
Negeri Jakarta Timur memutus perkara tersebut melebihi tuntutan 
jaksa penuntut umum yaitu menghukum terdakwa Ferry Surya Prakasa 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian sehingga penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal yang menyangkut dari pembahasan 
skripsi ini , yaitu: 
1. Penerapan hukum pidana materil  oleh jaksa penuntut umum 
dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap 
istri yang terjadi di Kabupaten Maros dalam putusan Nomor 
53/Pid.B/2015/PN.Mrs yaitu penerapan pasal-pasal yang 
didakwakan kepada terdakwa Basri Bin Makka sudah tepat tetapi 
bentuk surat dakwaan yang sebaiknya digunakan oleh jaksa 
penutut umum adalah surat dakwaan yang berbentuk primer-
subsider (berlapis). Dalam hal penuntutan, jaksa penuntut umum 
seharusnya lebih mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan 
akibat yang dialami oleh saksi korban Asseng Binti Suti sehingga 
jaksa penuntut umum dapat menuntut kepada Majelis Hakim 
agar terdakwa  dihukum dengan pidana penjara lebih dari 1 
(satu) tahun karena mengingat modus operandi yang dilakukan 








2. Dalam pengambilan keputusan, hakim memiliki kewenangan 
untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal atau 
minimal berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa  
Basri Bin Makka yakni hukuman pidana penjara lebih dari 1 
(satu) tahun dan tidak lebih dari batas maksimal yang ditetapkan 
oleh undang-undang yaitu 5 (lima) tahun sebagimana yang 
tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Hakim untuk 
memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 
B. Saran 
1. Pentingnya sosialisasi ke daerah-daerah terpencil yang kurang 
menerima informasi tentang adanya ketentuan yang mengatur 
tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga korban-korban 
kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan atau 
mengadukan kekerasan yang terjadi pada dirinya terutama 
perempuan yang sangat rentan mengalami kekerasan dalam 
rumah tangga. Dengan adanya sosialisasi maka dapat 
memberikan informasi tentang hak perlindungan bagi korban 
korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengubah 







merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak lagi 
memliki pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga 
adalah hal biasa yang terjadi di dalam rumah tangga dan 
merupakan permasalahan yang internal dalam keluarga 
sehingga korban takut untuk melaporkan kekerasan yang korban 
alami karena akan mencemari nama baik keluarga korban. 
sosialisasi tersebut juga memerikan pemahaman tentang hak-
hak perempuan dan laki-laki itu adalah setara dalam lingkungan 
keluarga sehingga tidak terjadi pengekangan atau penindasan 
dalam rumah tangga. 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki banyak kelebihan 
salah satunya adalah membawa kasus KDRT dari ranah privat 
menjadi ranah publik sehingga banyaknya kasus kekerasan 
dalam rumah tangga dapat terungkap. Tetapi Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga juga memiliki kelemahan, yaitu menurut penulis, 
UU PKDRT juga harus memuat pasal tentang kekerasan fisik 
yang direncanakan sebagaimana diketahui bahwa tentang tindak 
pidana kekerasan fisik tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu 
tentang larangan melakukan kekerasan fisik, Pasal 44 ayat (2) 
tentang kekerasan fisik yang menyebabkan jatuh sakit atau luka 







kematian, dan Pasal 44 ayat (4) yaitu tentang kekerasan fisik 
yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 
menyebabkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, 
sedangkan dalam KUHP tercantum mengenai penganiayaan 
yang direncanakan sebagimana yang tercantum dalam Pasal 
353 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1). Penulis berpendapat 
demikian berdasarkan putusan yang penulis analisis pada skripsi 
ini, terdakwa merencanakan terlebih dahulu sebelum terdakwa 
Basri Bin Makka melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban 
Asseng Binti Suti. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan terdakwa 
bahwa barang bukti yang terdakwa gunakan untuk melakukan 
kekerasan fisik terhadap saksi korban telah dipersiapkan 
sebelum menjemput saksi korban yaitu berupa lombok biji yang 
terdakwa beli di pasar seharga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) 
yang digunakan untuk melumuri pada kemaluan saksi korban di 
bagian dalam maupun di bagian luar, gunting yang terdakwa 
bawa dari rumah terdakwa untuk digunakan mencukur rambut 
saksi korban serta tali yang dipersiapkan untuk mengikat tangan 
saksi korban agar saksi korban tidak dapat melakukan 
pembelaan atau tidak berdaya saat terdakwa melakukan 
kekerasan fisik terhadap saksi korban. Hal tersebut mungkin 
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